
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Buku 

Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek.Sinar 

Grafika,Jakarta. 

Boer Mauna, 2003, Pengertian Peran dan fungsi dalam Era Dinamika 

Global, Alumni, Bandung. 

J.G. Starke, 1988,  Pengantar hokum Internasional I. Jakarta: Sinar Grafika. 

Muhammad, Abdulkadir.SH., 1984, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan 

Udara, penerbit :  Bandung, Citra Aditya Bakti.  

Mahyuddin, Salim, S.H, 1991,  Hukum Pengangkutan laut Internasional, 

Fakultas Hukum Universitas Andalas. 

Purwosutjipto, HMN, 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 

Jilid III, Jakarta. Djambatan.  

Prof. Dr. H.K. Martono,S.H.dkk, 2011, Tansportasi di Perairan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Penerbit : PT 

Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

R Djatmiko, Drs, 1996, Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang, 

Bandung,  Angkasa.  

Sution, UsmanAdji, 1998, Hukum Pengangkutan di Indonesia. PT Citra 

Aditya bakti, Bandung,   

Tirtaamidjaja, Mr, SH, 1980, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Jakarta. 

Djambatan.  



 

 

Utari, Siti, Pengangkutan Laut Di Indonesia suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta, 

Balai Pustaka. 1994. 

………… 1990 , Hukum Laut Bagi Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka. 

Wiwoho, Soedjono, S.H, 1993, Hukum Pertanggungan Laut, Renika Cipta, 

Jakarta. 

 

2. Perjanjian Internasional dan Undang-Undang 

International Conventions of Unification Certain rules of  Law Relating to 

Bill of Lading ( The Haque Rule ) 1924. 

United Nation Convention The Carriage of  Goods by Sea ( Hamburg  Rule ) 

1978. 

Kitap Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) 

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Yang dilengkapi 

dengan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang 

Kepelabuhan dan juga Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2000 

tentang Kenavigasian. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. 

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1957 tentang Perizinan Pelayaran. 

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan dan 

Pengusahaan Angkutan Laut, perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 

Tahun 1969 tentang Pengusahaan Angkutann Laut. 



 

 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1991 Tanggal 15 Juli 

1991 Tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk 

Menunjang Kegiatan Ekonomi. 

Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan 

ke Kapal. Pengganti Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 

Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar 

Muat Dari Dan Ke Kapal. 

 

3. Jurnal dan Karya Ilmiah 

Jurnal Prof. DR. IDA Bagus Rahmadi Supancana, SH.,MH. Perkembangan 

Kontrak Hukum Dagang Internasional. Badan Pembina Hukum 

Nasional 2012. 

 

4. Wawancara  

Hasil Wawancara dengan Bpk. Budi Daryono sebagai Asiten Manager 

Terminal Peti Kemas PT. Pelindo II Cabang Pdang, Tanggal 9 Agustus 

2016. 

5. Website 

http://industri.bisnis.com/read/20150903/98/468872/penumpang-kapal-laut-

naik-pengiriman-barang-turun 

http://materi-perkapalan.blogspot.com/2013/10/pelabuhan-dan-fungsinya.html 

http://industri.bisnis.com/read/20150903/98/468872/penumpang-kapal-laut-naik-pengiriman-barang-turun
http://industri.bisnis.com/read/20150903/98/468872/penumpang-kapal-laut-naik-pengiriman-barang-turun
http://materi-perkapalan.blogspot.com/2013/10/pelabuhan-dan-fungsinya.html

